
BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 46 TAHON 2016 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 
TATA KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 

KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT SIDENRENG RAPPANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 7 Peraturan 
DaerahKabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 
2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong P:raja dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Peinbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nom01· 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
NegAr::i Repnhlik Indonesia Nomor S494}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 



Tahun 20) 4 ten tang 
[Lembaran Negara 
2004 Nomor 292, 
Repu blik Indonesia 

5. Undang-Undang Nomor '.�O 
Adrninistrasi Pemerintahan 
Republlk Indonesia Tahun 
Tambahan Lernbaran Negara 
Nomor 5601}; 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Peraturan Perangkat Daerah [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887);:, 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 
Nornor 15 Tahun 2016 tent.ang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupat.en Sidenreng 
Rappang [Lernbaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2016 Nomor 15); 

7. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PEl-<ATURAN RUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG 
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DA.N 
FUNGSI, SC!:RTA TATA KERJA SATUAJ\I POLISI PAMONG 
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATSN 
SIDENRENG RAPPANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang 
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
3. Sekretaris Daerah aclalah Sekretaris Dacrah Kabupaten 

Sidenreng Rappang, 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan BupatrSidenreng Rappang. 
5. Dinas adalah Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam 

KebakaranKabupaten Sidenreng Rappo.ng. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala DinasSatuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. 
7. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 
8. Furigsi ada lah pekerjaan yang rncrupa.kan oenjabaro n d'ar i 

tu gas pokok. 
9. uraian tugas adalah paparan atau bcntangan atas sernua tugas 

jabatan yang rnerupakan upaya pokok yang dilakukan pernegang 
jabatan. · 



BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Orgarrisasi Satuan Polisi Pamong Praja clan Pemadam 
Kebakaran, terdiri atas : 
a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran: 
b. Sekretariat; 

1. Sub Bagian Perencariaan 
2. Sub Bagian Keuangan 
3. Sub Bagianurnum dan Kepegawaian 

c. Bidang Ketentramah dan Kerertiban Umum; 
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 
1. SeksiPenegakan; 
2. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan; 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat; 
1. Seksi Satuan. Perlindungan Masyarakat; 
2. Seksi Pelatihan I3ina Potcnsi Masyarakat; 

I. Bidang Pernadam Kebakaran; 
1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran; 
2. Seksi Sarana dari Prasarana: 

g. Kelompok .Jabatan Fu ngsional 
h. uvr Dinas 

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum pada Iarnpiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
.KEDUDUKAN 

Pasal 3 

Saluan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran berkedudukan 
sebagai unsur pelaksana · otonomi daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB IV 
TUGAS POKOK, ,FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
,�epala Dinas 

Pasal 4 

(l) Satuan Polisi Pamong Praia dan Pemadam Kcbakaran 
mempunyai tugas · pokok membantu Buputi dalam 
menyelenggarakan uru san pernerintahan dibidang ketentraman, 
ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan 
masyarakat dan pemadam kebakaranyang menjadi kewenangan 
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Pernerintah Daerah. 



(2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praia dan Pemadam Kebakaran 
dalam melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud ·pada ayat 
( 1) menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang 

ketent.raman dan ketertiban umum, penegakan peraturan 
daerah, perlindungan masyarakat clan pemadam kebakaran; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pernerintahan bidang 
ketentraman dun ketertiban umurn, penegakan peraturan 
daerah, perlindungan masyarakar dan pcrnadarn kebakarnn; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemeriniahan 
bidang ketentrarnan dan ketertiban umum, penegakan 
peraturan daerah, perlindungan rnasyarakat dan pemadarn 
kebakaran; 

d. pelaksanaan administrasi ketentrrunan dan ketertiban 
umurn, penegakan peraturan daerah, pcrlindu ngan 
masyarakat dan pemadam kcbakaran; 

e. pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh Bupari rerkait 
tugas dan fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. merurnuskan program kerja Saruan Polisi Pamong Praja dan 

Pernadam Kebakaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan 
tahun sebclurnnya dan sesuai peraturan perundang­ 
undangan sebagai pedornan pelaksanaan tugas; 

b. merurnuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pernadam Kebakaran; 

c. mernantau, mernbina, dan mengawasi scrta rnengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas; 

d. mengarahkan bawahan dalarn melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan tugas ,Pokok dan Iungsi agar pekerjaan dapat 
berjalan lancar: 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan · kegiatan Dinas kepada 
setiap SKPD yang terknit untuk meridnpat.kari mo.su kan , 
informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

f. melakukan penilaian terhadap hasil dan prcstasi kcrja 
bawahan sesuai Sasaran Kcrja Pegawai (SKP); 

g. ruengoreksi, mernaraf dan/atau rnenandatangani naskah 
dinas sesuai pcraturan tata naskah dinas yang berlaku; 

h. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
i. merurnuskan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pengernbangan pengelolaan administrasi urnum, 
ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, 
perlengkapan dan pera Iatan; 

j. uienyclengga rakan koordtnasi dan pembinaan Poh si Pamong 
Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS), Kabupaten/Kota 
serta dengan instansi lain di bidang Penegakan Perda. 
ketertiban umurn dan ketenteraman rnasyar'akat scrta 
perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran di 
lingkungan pernerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; 

k. mcnyelenggarakan koordiuasi ke Satuan Polisi pamong Praia 
kabuparen, TNI/POLRI/KE,JAKSA.-\N/PPNS dan instansi 
terkait dalarn bidang penegakan perda dan perkadu, 
ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan 
masyarakat dan pcnanggulangan bencana kebakaran; 



l. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalarn rangka 
peningkatan profestonalisme pelaksanaan tugas. Palisi 
Pamong Praja clan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
melal ui diklat dasar, teknis fungsiona1 dan teknis 
kompetensi clan kebijakan lingkup pemerintah Kabupaten 
Sidenreng Rappang; 

m. menyelenggarakan - pernbinaan untuk rneningkatkan 
kesadaran rnasyarakat dalam rangka rnemelihara ketertiban 
urnum dan kctentraman masyarakat, serta perlindungan 
masyarakat; 

n. mengkoordinasikan>penyelenggaraan Pengarnanan Unjuk 
rasa dan kerusuhan Massa dengan Instansi terkait; 

o. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamanan pejabat 
dan orang-orang penting/ Very !nportant Person (VIP) sesuai 
prosedur tetap Satuan Polisi Pamong Praja; 

p. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengamamm ternpat­ 
tempat penting clan- objek vital milik pernerintah Kabupaten 
Sidenreng R.appang; 

q. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan patroli 
Wilayah dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat; 

r. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pernbinaan clan 
penertibanterhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum yang rnelakukan pelanggaran atas Peraturan daerah 
clan pcraturan kcpala dacrah: 

s. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan 
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau baclan hukum yang dicluga 
mela.kukan pelanggaran atas peraturan daerah dan 
Perarturan Kepala Daerah; 

t. mengkordinasikan penyelenggaraan pengamanan kegiatan 
yang diseleriggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng 
Rap pang; 

u. mengkoordinasikan penyelenggraaan perlindungan 
masyarakat yang di selenggarakan oleh pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang; 

v. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana clan penanggulangan keba.karan oleh instansi 
terkait; 

w. mengkoordinasikan upaya pencengahan kebakaran di 
Kabupaten Sidenreng Rappang; 

x. mengkoordinasikan upaya pencegahan yang mengarah pada 
kondisi terganggunya Ketertiban Umum dan Ketenterarnan 
Mas_yara.l:,at; 

y. rnelaksanakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 
z. memberikan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja; 
aa. membuat pedornan operasional tugas penyidik pegawai 

negeri sipil (PPNSJ; , 
bb. memfasilitasi layanan administrasi penyidik pegawai negeri 

sipil (PPNSj; 
cc. rnela kaaria ka n periariga nnn g,1nggu,1n lcererrrera rna n da n 

ketertiban urnum dalarn 1 (satu) Kabupatcn; 
dd. mengawat penegakan Perda clan Peratu.ran Bupati; 
ee. melakukan penanggulangan bcncana Kabupatcn: 



ff. melakukan pencegahan, pengendalian, pernadaman, 
penyelarnatan dan penanganan bahan berbahaya dan 
beracun kebakaran kabupaten; 

gg. mengawasi inspeksiperalatan proteksi keba.karan; 
hh. rnelakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan 

kebakaran; 
ii. rnelakukan investigasi kejadian kebakaran: 
jj. menilai basil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam · 

lingkungan Dinas; 
kk. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas 

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

II. mcnyelenggarakan rugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 5 

(1 J Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mernpunyai tugas 
pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program 
dan pelaporan serta mernberikan pelayarian adrniniatr-asi umurn, 
kepegawaian, hukurn, keuangan dalam Iingkungan Dinas. 

' 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sekretaris menyelenggarakan Iungsi : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalarn lingkungan 

Dinas: 
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; 
c. pen.gkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait 

tugas dan fungsinya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dan ayat. (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman 

dalam pelaksariaan tugas; 
b. mendistribusikan dan member! per.unjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan lancar; 
c. mernantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sekrctariat untuk rncngetah ui 
ptrkernb2tnga1.1 petatcsunuun t.ugas: 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. mcnyusun rancangan, mengoreksi, mcmaraf dan / a tau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
g. mengoordina.sikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 

Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan 
integrasi pelaksanaan kegiatan; 

h, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sf!rla pelaporan 
kinerja dan pelaporan keuariganDtnas; 



1. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemeriritahan di lingkup Dinas; 

J. melaksanakan dan mengoordinasikan pcrencanaan 
pengadaan barang Dinas; 

k. melaksanakan pengadaan barang kehutuhan Dinas; 
I. melaksanakan pengelolaan adrninistrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 
m. mengoordinasikan dan rnelaksanakan pelayanan 

administrasi urnum, kepegawaian dan hu kurn; 
n. mengoordinasikan . dan melaksanakan pelayanan 

ketatausahaan; · 
o. mengoordinasikan dan mclaksanakan urusan rurnah tangga 

Dinas; 
p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanari 

administrasi keuanga n; 
q. rnengoordinasikan <lan memfasilitasi kegiatan organisasi 

dan tatalaksana; 
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

kearsipan; 
s. mengoordinasikan clan rnelaksanakan kegiatan kehumasan 

dan keprotokolan; 
t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengurnpulan, 

pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi 
pelayanan informasi; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 
mernberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 6 

(1) Sub Bagian Perericanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
rncmpunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan 
penyusunan perencanaan, penyajian data dan informaei, serta 
pcnyusunan laporan. 

(2) Togas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dil!-raikan 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndietrlbusikan dan mernbcri petunjuk pelaksariaan tugas 

sehingga bcrjalan lancar; 
c. mernantau, merigawaei dari mcrrgevalu aei pdak:;;,,1..naan t.u ga.e 

dalarn Iingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan preatasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKPi; 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat scsuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengkoordinaeikan, menyiapkan bahan dan melakukan 

penyu.su nan perencanaan program kegiatan dan anggaran; 
h. menghimpun dan rnerryaj ika n data dan informasi program 

dan kegiatan Dinas; 



i, menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 
kinerja; 

j. mengurnpulkan bahan dan menyusun la.poran kinerja Dinas: 
k. mengumpulkan bah an dan menyu sun Standar Operasiorial 

Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas; 
I. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub 

Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Keuangan 'ctipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
mernpunyai tugas pokok mengurnpulkan bahan clan melakukan 
pcngelolaan adrniniatrasi clan pelaporan keuangan serta 
pengelolaan adrninistrasi pengadaan, pcmcliharaan dan 
penghapusan barang. 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai 

pcdornan dalarn pelaksanaan tugas; 
h. mendistribusikan dan rnernberi petunjuk pelaksanaan rugas 

sehingga berjalan la.near; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan iugas 

dalam lingkungan $,ub Bagian Keuangan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap basil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); . , 

e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. mengurnpulkan bahan, mengkoordinasikan, dan menyusun 

rencana kebutuharr barang unit, rencana kebutuhan gaji 
pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan 
penyusunan anggaran Dinas; 

h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola 
administrasi kcuan.gan Dinas; 

i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi 
penatausahaan keuangan Dinas; 

J. mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan; 

k. menyiapkan ba han dan menyu'su n lapora n keuangan: 
l. menyu sun realisasi perhitungan anggaran; 
rn. rnengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
n. mengumpulkan bahan, rnengoordinasikan dan 

mcnindaklanjuti laporan hasil perneriksaan keuangan; 
o. mcnyiapkan bahan penyueunan rencana pengadaan barang 

Dinas; 
p. menyiapkan bab an dan rnenyusu m adrnirnstr-asi perigada an, 

pendistribusian, perneliharaan, inventarisasi dan 
penghapusan barang; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi 
barang serta menyusun laporan barang inventaris; 



r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub 
Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan peru musan kebijakan; 

s. melakukan t L.tgas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan scsuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipirnpin oleh Kepala Sub 
Bagian yang mempunyai tugas pokok mengurnpulkan bahari 
dan rnelakukan uru san ketatausahaan, rurnah tangga, 
pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di 
lingkungan Dinas. 

(2) Tugas pokok scbagaimana dirnaksud pada ayat (Ii diuraik .. an 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana, kegiatan Sub Bagian Umurn dan 

Kepegawaian sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. rnendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

sehingga berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Sub Bagian Urnum clan Kepegawaian 
untuk mengetahui perkernbangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prcstasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf clan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnva; 
h. melakukan administrasi clan pendistribusian naskah dinas 

masuk dan keluar; 
i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; 
J. rnelakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan 

uru san rurnah tangga Dinas; 
k. mernpersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat 

dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; 
1. rnenyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data 

kehadiran pegawai; 
m. mengkoordinasikan dan mernfasilitasi administrasi surat 

tugas dan perjalanan dinas pegav .... ai; 
n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 

kegiatan organisasi ketatalaksanaan; 
o. menyiapkan bahan dan mengelola adminisrrasi kepegawaian; 
p. rneriy u.au n rern;ana kebutuhan pcngcmbangan eurnber c:Jaya 

manusia dilingkungan Dinas; 
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pernbinaan, 

peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai 
negcri sipil; 

r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem 
informasi kepcgawaian; 

s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi 
penyusunan produk hukurn di lingkungan Dinas; 

t. mengurnpulkan bahan, mcngoordinasikan clan 
mcnindaklanjuti laporan basil pemer'ikaaan kepegawuian ; 
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u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub 
Bagian Urnu m dan Kepegawaia.n serta memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; · · · 

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan olch · 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

' Bagian Ketiga 
Bidang Ketenter"lman dan Ketertiban Umum 

Pasal 9 

( l) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban U mum dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang mcmpunyai tugas pokok melaksanakan 
perumusan dan pelaksariaan kebijakan operasional di bidang 
ketenterarnan dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, 
pengembangan sumber daya manusia. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Ketentrarnan dan Kctertiban Umum 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan pcrumusan kebijakan operasional dibidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
b. Penyiapan pela ksanaan kebijakan operasional dibidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umurn; 
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang 

Ketentrarnan dan Ketertiban Urnum; 
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketent:raman 

dan Ketertiban Umurn; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait 

kedinasan Jain sesuai bidang tugasnya. 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai beriku t : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketentrarnan dan 

Ketertiban Urnurnsebagai pedornan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. mendletribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada Seksi sehingga berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mcngcvaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan · Bidarig Keren traman Lian Kctertiban 
Urnurnuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan scsuai'Sasaran Kerja Peg:.iw:ii (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. melaksanakan kegiatarrperu-rr iba n WTS, tempat Prostitusi, 

Gepeng, Wari.a, Perjudian, Minurnan Keras dan Penyakit 
Masyarakat; 

h. penanganan unjuk rasa dalam keadaaan damai; 
i. penanganan kerusuhan massa; 
J. metaksanakan pembinaan dan operaeiorial penerbitan 

umum: 
k. melak�kan penerbitan terhad.ap tempat usaha, tempat 

hiburan urnum, pedagang kaki lima; 
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l. melakukan pengamanan pejabat negara atau daerah untuk 
menirigkatkan keamarian dan kenyamanan ; 

m. melaksanakan pengamanan rumah dinas jabatan, 
lingkungan perkantoran, gcdung dan asset penting sorta 
upacara dan acara penting; 

n. mempelajari undang-uridang yang berlaku sesuai bidang 
tugas sebagaimana pedoman pelaksanaan kegiatan; 

o. melaksanakan prosedur pclayanan pengamanan Kepala 
Daerah dan tarnu-tarnu daerah serta melakukan pengawalan 
sesuai ketentuan untuk meningkatkan keamanan dan 
kenyaman kepala daerah dan tarnu-tamu daerah; 

p. rnelaksankan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan 
massa; 

q. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi 
terkait sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan 
koordinasi berjalan lancar; 

r. melakaanakan patroh wilayah; 
s. melaksanakan pernbinaan dan penyuluhan kepada 

masyarakat dan badan hukum lainnya terkait rnasalah 
per'uridarig-uridarigan daerah sesuai ketentuan untuk 
meningkatkan wawasan, perigctahuan dan pernahaman 
rnasyarakat; 

t. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat tentang 
pelaksanaan pcraturan perundang-undangan daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku untuk mencgakkan peraturan 
perundang-undangan daerah; 

u. menyiapkan bahan koordiriasi dengan interen clan antar unit 
kerja dilingkungan Sotpol PP serta instansi terkait dalarn 
pelakeanaan tugas berjalan lancar; 

v, menyusun program pelaksanaan penegakan perda; 
w. mcnyusun SOP penegakan perda; 
x, menyiapkan pcrsyaratan untuk menjadi PPNS; 
y. melakukan Ierivikasi aparatur PPNS yang akan ditingkatkan 

kemampuarmya; 
z. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk 

pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenterarnan ma syar-akar; 

aa. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan 
pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokuler 
dan tempat-ternpat penting serta bekerjasarna dengan 
instan si terkait; '' 

bb. melaksanakan pengendalian,penertiban, kerjasama ·· 
antarKetentraman clan Ketertiban, memelihara kenyarnariarr 
aca ra protokuler clan ternpat-tempat pcnting serta 
bekerjasama dengan instansi terkait; 

cc. menyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Kepala Didang 
Ketentrarnan dan Keterriban Umumdan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kcbijakan; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 10 

[ 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan dan melaksahakan operasional, birnbingan teknis dan 
supevisi, serta pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
Opcrasi dan Pengcndalian; 

(2) Tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) diatas 
diuraikan sebagai berikut : 
a. rnenyusun rencana kcgiatan sesuai Rcncana Kerja (.k'enja) 

tahunan Seksi Operasi dan Pengcndalian sebagai pedoman 
dalarn pelaksariaan tugas; 

b. mendistribusikan dim memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membirnbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mcngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rugas 
dalam lingkungan Seksi Operasi dan Pcngendalian untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan rugas; 

e. melakukan penilaian tcrhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /ntau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. melaksanakan PAM dan pengawalan; 
i. mengendalikan kearnanan dan kenyamanan lingkungan; 
J. rnengumpulkan dan mernilih bahan-bahan atau aturan yang 

berkaitan dengan rencana program bidang ketenterama n dan 
ketertiban masyarakat ; 

k. mengumpulkan dan rnengklarifikasi data dan informasi 
tentang peraturan dacrah dan kcputusarr/peraturan kepala 
daerah yang berkaitan dengan rencana program kegiatan 
penegakan peraturan daerah; 

I. melaksanakan 'pengaturan tugas pengendalian pengamanan, 
pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun 
tertutup di lingkup kerja pernerintah Kabupaten Siclcnreng 
Rappang; 

m. melakukan koordinasi dan dengan Instansi terkait da n 
Pernerintah Kabupatcn dalam rangka pengendalian unjuk 
rasa (massa); 

n. melakukan pengarnanan ternpat-tempat penting clan Obyek 
Vital pada lingkup kerja perncrintah Kabupaten Sidenreng 
Rappang; 

o. menyusun rurnusan dan 
pernanduan dan membantu 
pengat.uran rute perjalanan 
(VlP/V\tlP); 

p. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Operasi dan Pengendaliandari mernberikan saran 
pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan pe rurnu sun 
kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperinrahkan atasan 
sceuai dengan bidang tugasnya. 

melaksanakan kegiatan 
DLLAJ /TNI/POL�l dalam 

tamu pernerintah daerah 



Pasal 11 

(1) Seksi Pengernbangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perurnusan kcbijakari dan melaksanakan operastonal, 
bimbingan teknis dan supevisi, serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) · diatas 
diuraikan sebagai berikut: 
a. menyusun rencana. kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 
sebagai pedoman dalam pelaksariaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi pctunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksariakan tugas agar· 
dapat diselesaikan dengan cepat clan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan · Seksi Pengcmbangan Sumber Daya 
Manusiauntuk mengetahui perkernbangan pelaksanaan 
tu gas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prcstasi kerja 
bawahan sesuai Sa.saran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyueun rn.nciu�gan, mengorcksi, mernaraf dan,' atau 
mcnandatangani. naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. rnengumpulkan dan mengklarifikasi bahan clan persyaratan 

untuk menjadi anggota PPNS; 
i. menyusun pedoman, petunjuk tekn is dan pelaksanaan 

pelatihandasar, keahlian dan funsional anggota Polisi 
Parnong Praja; 

j. menyusun rencana.pelatihan dasar, keahlian dan fungsional 
anggota satuan polisi pamong praja; 

k. menyusun rencana pelatihandasar, keahlian dan fungsional 
dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; 

1. melakukan inventarisasi personil dinas satuan polisi pamong 
praja untuk mengikuti pelatihan dasar, keahlian dan 
fungsional polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; 

m. menyusun dan melaksariakan rurrrueari pelatihan dasar, 
kcahlian dan Iungsional berbasis kornpetensi personil dinas 
satuan polisi parnong praja; 

n. rnenyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama pelatihan 
berbasis kornpetensi di bidang ketentraman dan ketertiban 
masyarakat: . 

o. menyusun dan melaksanakan rumusan birnbingan teknis 
keahlian personil pousi pamong praja; 

p. mengoordinasikan, menfasilitasi pelaksanaan pelatihan 
dasar, keahlian dan fungsional polisi pamong ke lembaga 
pendidikan dan pelatihan kernenteriari dalarn negeridan 
lembaga pelatihan provinsi dan lembaga pendidikan Iainnya; 

q. rnenyusu.n clan rnelaksanakan rumuaan kerjasa ma dengan 
instansi terkait pelatihan rekn+s personil polisi pamong praja; 

r. menyusun rumusan dan rnenginvcntarisasi jabatan 
fungsional polisi pamong praja; 

s. menyusun/melaksanakan dan mengoordinasikan ke Instansi 
terkait mengenai uJi' kornpetensr polisi pamong praja; 



t. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepamong 
prajaan, pernadarn kebakaran (K3), pelatihan dasar 
kerniliteran dan kepolisian; 

u. menyusun rencanalatihan dasar dan kesamaptaan anggota 
Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; 

v. menyusun dan memfasilitasi pelatihan PPNS; 
w. menyusun/melaksanakan dan mengoordinasikan rekrutmen 

calon anggora satuan polisi pamong praja Kabupaten 
Sidenreng Rappang; 

x. melakukari evaluasi terhadap pelaksanaan perididikan dan 
pelatihan anggota Polisi pamong praja clan anggota pemadarn 
kebakaran; 

y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Pengembangan Sumber Daya Manusiadan mernberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perurnusan kebijakan; dan 

z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

Pasal 12 

( 1) Bi dang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas 
dalarn mclaksanakan penyelidikan, pengawasandan 
melaksanakan keriasama lembaga dan penindakan terhadap 
warga masyarakat dari atau badan hu kurn yang melanggar 
Peratu.ran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatas, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 
mempun.yai fungsi : 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang 

Penegakan Peraturan I )aerah; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 

Penegakan Peraturan Dacrah; 
c. penyiapan bimbingan tekn is dan supervisi dibidarig 

Penegakan Peraturan Daerah; 
d. pernantauan, evaluasi clan pel.aporan dibidang Pcnegakan 

Peraturan Daerah; :· · 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait 

kedinasan lain ses uai bid ang rugasnya 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyu sun rencana kcgiatan Bidang Penegakau Peraturari 

Daerahsebagai pedornan dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kcpada Seksi sehingga berjalan lancar: 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Bidang Penegakan Peraturan 
Daerahuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan pcnilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan s�strniS::.lsaran Kerja Pegawai (SKP); 



e. rnenyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

f. mengi.kuti rapar-rapat sesuai dengan bida.ng tugasnya: 
g. mclakukan pendekatan kepada masyarakat dan badari 

hukurn yang melanggar perda; 
h. pembinaan perorangan t.entang arti pentingnya kesadaran 

dan kebutuhan terhadap perda dan keputusan kepala 
daerah; 

1. melakukan pembinaan 'kelompok tentang arti pentingnya 
kesadaran dan kepatuhan terhadap perda dan keput.usan 
kepala daerah; 

J. penindakan terhadap para pelanggar perda atau keputusan 
kcpala daerah; 

k. menyiapkan bahan dan rnenyusun pedoman, petunjuk 
teknis clan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

l. melaksanakan kegiatan operasi penegakan peraturan daerah 
dan peraturan kcpala daerah; 

m. melaksanakan penertiban Non Yustisial (Tindakan Pcringatan 
dan Pengheutian sementara) terhadap warga rnasyarakat 
dan/atau badan ' hukum yang melanggar peraturan 
perundang-undangan daerah; 

n. rnelaksanakan pro yustice [tindak pidana ringan) terhadap 
warga masyarakat dan atau badan hukurn yang mclanggar 
peraturan perundang-unclangan claerah; 

o. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kcrjasama 
intelejen dengan instanai pcmerintah pusat dan daerah, serta 
TNI/POLRI/KEJAK$AAN dalam rangka penegakan peraturan 
daerah dan peraturan Bupati; 

p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kant.or/Satuan 
Palisi Pamong Praja kabupaten/ kota dalam rangka operasi 
penegakan Peraturan Daerahdan Peraturan Kepala Daerah; 

q. melaksanakan penyuluhan Pcraturan Perundang-undangan 
daerah kepada masyarakat dan atau badan hukum; 

r. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi 
lainnya dibidang penegakan peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah; 

s. melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penegakan 
Peraturan Daeruh dan pcraturan kepala daerah; 

t. menyusun Iaporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 13idang 
Penegakan Peraturan Daerahdan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pcrumusan 
kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kedrna sari lain yang dipcr.intahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 13 

(1) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mernpunyai 
tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan 
rnclaksanakan operasional, bimbingan teknis clan supcvisi, sorta 
pcmantauan, cvaluast dan pelapornn di bidang Penegakan 
peraturan dacr ah , 
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(2) Tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut : ' 
a. menyusu.n rcncana .kegiatan sesuai Rencana Kerja [Renja] 

tahunan Scksi Penegakan sebagai pcdoman dalarn 
pclaksanaan tugas; 

b. rneridiatrtbusikari dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan schingga berjalan lancar; 

c. mcmbimbing bawahan dalarn mclaksa nakan tugas agar 
clapat diselcsaikan dengan ccpat dan benar; 

cl. mernantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalarn lingkungan · Seksi Penegakan unr.uk merigetahui 
perkembangan pelaksanaan t.ugas; 

e. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan presta si kerja 
bawahan sesuarSa saran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyusun rancarrgan, mengoreksi, rnemaraf dan/atau 
menandatangani naskah dina s; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
h. mcrnberikan pengarahan pelanggar perda dan perkada; 
1. rnernberikan pembinaan dan soaialisasi pelanggar perda dan 

perkada; 
j. melaksariakan penindakan pelanggar perda dan perkada; 
k. melaksanakan perutrrusan bahan pemetaan kasus pro 

yustice (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan 
penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah: 

l. merumuskan dan melaksanakan Peneyelidikan dan 
penyidikan temuan kasus pclanggaram peraturan daerah 
clan peraturan kepala daerah: 

m. menyiapkan bahan koordinasi 
Instansi terkait dan pernerintah 
penyelidikan clan peuyidikan: 

n , melaksanakan Penyelidikan terhadap 
pelanggar peraturan daerah dan perkada; 

o. melaksanakan Penyidikan terhadap obyek/oknum pelanggar 
Perda dan Peraturan Kepala Daerah; 

p. melaksanakan pemanggilan, interogasi dan pcmeriksaan 
Betita Acara Perneriksaan terhadap obyek/oknum pelariggar 
perd a dan pcrkada; 

q. melakukan penindakan ditempat kejadian pelanggaran Perda 
dan Peraturan Kepala Daerah; 

r. melakukan pengarnanan barang bukti dan menginventarisasi 
barang bukti oknum / badan /lembaga yang melanggar perda 
dan perkada; 

s. meneliti identitas pelanggar Perda dan Peraturan 
Pelaksanaan lainnya. clenga n cara mengidentifi.kar:ii ka rru 
identitas (KTP,SIM dan Identitas Lain); 

t.. melakukan wawancara.Zintcrview kepada oknum/badan/ 
lernbaga yang mengarah pada pclanggaran Pcrda dan 
Peraturan Pelaksanaan Iainnya, 

u. melaksanakan pernberkasaan hasil pemeriksaan berita acara 
pemeriksaan: 

v membuat surat pengantar pengmman berkas perkara 
kepada ketua pengadilan negeri dan atau kepala kejaksaan 
negeri melalui kcpala kepoliaian sesuai dengan ketcntu an 
perat urun peruridang-undangan yang berlaku; 

w. memonitor tindak .lanjut hasil penyidikan dan penindakan 
atas pelanggaran Perda clan Peraturan Pelaksanaan lainnya; 

obyek/oknum 

dan kerjasama dcngan 
Kabupaten/Kota dibidang 



x. melaksanakan pernberkasaan hasil pemeriksaan bcrita acara 
perneriksaan; 

aa. mcnerima dan rnencatat laporan yang diberikan dari setiap 
orang atau petugas terhadap adanya kejadian pelanggaran 
Pcrda dan Peraturan Kepala Daerah: 

bb. melaksanakan Invetarieasi dan rekrument PPNS di setiap 
Satuan Perangkat qaerah, Provinei/Jcabupaterr/ kota; 

cc. mengelolah manajemen kesekretariatan PPNS; 
dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan rugas Kepala Seksi 

Penegakaridan membcrikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahM perurnusan kebijakan: dan 

ee. melakukan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 14 

( 1) Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi 
yang mernpunyai tugas pokok menyiapkan bahan pcrurnusan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan icknis dan 
supevisi, serta pernantauan, cvaluasi dan pelaporan di bidang 
Pemeriksaan dan Pcnvidikan: . , 

(2) Tugas pokok scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) diuraikan 
sebagai berikut : · 
a. mcnyusun rencana kegiatan scsuai Rencana Kcrja (Renja) 

tahunan Seksi Pcmeriksaan dan Penyidikan sebagai 
pcdoman dalarn pclaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan clan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
sehingga berjalan 1� near; 

c. membimbing bawahan dalam rnelaksanakan tugas agar 
dapat disclesaikan dcngan cepat dan benar; 

d. mcmantau, rncngawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas: 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan seeuaidasaran Kerja Pcgawai (SKP); 

f. menyusun rancangan, mengoreksi, rnemaraf danj'atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

g. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
h. melaksanakan penyidikan, perneriksaan, pcmanggilan 

pelanggar perda; 
1. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan clan 

pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan 
Peraturan Dae rah, Pcrat.urun Bu pati dan Kepu tu so n 'Rupat:i; 

J· menyusun bahan fasilitas dan pengkoordinasian Pcnyidik 
Pegawai Negeri Sipil dalam pclaksanaan proses Pemeriksaan 
dan penyidikan; 

k. mcnyiapkan bahari pelaksanaan penghentian kegiatan da.n 
atau penyegelan dcngan msnggunakan garis pembatas Polisi 
Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, 
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; 

l. menyiapkan bahan' adrninistrasi berkas perkara terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati; 

m. mcnyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan 
informasi Pemeriksaan clan penyidi kan: 
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n. melaksanakan Pemeriksaan clan Penyidikan pada Seksi 
Pemeriksaan dan Penyidikan; 

o. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 
Pemeriksaan dan penyidikan; 

p. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi 
Perneriksaan dan Penyidikan; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Perneriksaan dan Penyidikan dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pcrumusan 
kebijakan: dan 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

JJagian Kelima 
Bidang Perlindungan Masyarakat 

Pasal 15 

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Ridang 
yang mempunyai tugas pokok rnembantu Kepala Dinas 
dalammelaksariakan perrgendalian, penertiban, kerjasarna antar 
daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait 
dalam mcnyelenggarakan ketertiban umum dan ketcnterarnan 
masyarakat; 

(2) Untuk melaksariakan Iugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mernpunyai fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang 

Perlindungan Masyarakat: 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 

Perlindungan Masyarakat; 
c. penyiapan birnbingan tcknis clan supervisi dibidang 

Perlindungan Masyarakat; 
cl. pernantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan 

Masyarakat; . ' - 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait 

kedinasan lain sesuai biclang tugasnya, 

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. rnenyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan 

Masyarakatsebagai pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
b. mcndistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Scksi sehingga berja Ian lancar; 
c. memantau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakatuntuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuatxasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, mernaraf dan r atau' 
mcnandatangani naskah dinas; 

f. mengikuti rapat rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
g. rncriy u s u n clan meriyiapkun data da n inforrnasi serta 

menyusun bahan analisa data perlindungan rnasyarakat; 
h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; 
1. rnelaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka 



kegiatan pelindungan dan pernbinaan potensi masyarakat; 
J. melaksanakan koordmasi, dengan Instasi terkait serta 

pemerintah Kabupateri/Kota dalam rangka mendukung 
pengamanan pem.ilu dan Pernilukada; 

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Perlindungan Masyarakatdan rnernberikan saran 
pcrtirnbangan kepada atasan sebagai bahan pcrumusan 
kebijakan; dan 

I. melaksanalcan tugas kedinasan lain yang diperin tahkari 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 16 

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang mcmpunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, 
bimbingan teknis dan supevisi, sorta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang satuari Perlindungan Masyarakat; 

(2) Tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut : 
a. rnenyusun rencaria kegiaran sesuai Rencana Kerja (Rcnja) 

tahunan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai 
peclo.man dalam pelaksariaan tugas: 

b. mendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalarn melaksariakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. rnernantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Satuan Perlindunga.n Masyarakat 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan seeuai Sasaran Kerja Pegawai {SKl·1); 

f. menyu sun rancangan, rnengorcksi, rnemaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas; 

g. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyiapkan bahan pcmbinaan perlindungan masyarakat; 
i. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan 

sarana dan prasarana pos keamanan Iingkungan; 
J. menyueuri rencana- dan melaksariakan optirnalisasi dan 

pengerahan / mo bilisasi anggota perlindungan masyaraka t; 
k. menyusun rencana dan melaksanakan pernberdayaan dan 

pemanfaatan anggota perlindurigan masyarakat; 
l. rrrenytrau n rencan,a dan m�ngvvn.liuasikan pelak»anaa n 

rekruitrnen, pernbinaan dan pemberdayaan anggota 
perlindungan rnasyarakat; 

m. menyusun rencana peningkatan kualitas sumber daya 
manusia perlindurigan masyarakat; 

n . melaksane kan pengadaan sarans, clan prasarana 
perlindu ngan masyarakat sesuai peraturan perundang- 
undangan; , 

o. mengoordinasikan , kebijakan operasional sistern dan 
implemerrtasi fasilltasi perlindu ngan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pernilihan umum; 

p. menyajikan data clan inforrnasi di bidang satuan 
perlindungan masyarakat; 
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q. rnelaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan clan 
pengendalian di seksi satuan perlindungan masyarakar; 

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi 
satuan perlindungan masyarakar; 

s. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Satuan Perlindungan Masyarakat clan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

t. mclakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnva. 

Pasal 17 

(l) Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang rnempunyai tugas pokok menyiapkan , bahan 
perurnusan kebijakan dan rnelaksanakan operasional, 
bimbingan teknis dan supevisi, serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang Pcfatihan Bina Potensi Masyarakat; 

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 
sebagai beriku L ; '.' 
a. rnenyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (r�enjaj 

tahunan Seksi Pelatihan Bina Potensi Masyarakat sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. mernaritau , mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalarn lingkungan Scksi Pelatihan Bina Potensi 
Masyarakatuntuk rnengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas: 

e. rnelakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasaran Kcrja Pegawai (SKP); 

I. menyusun rancangan, mengoreksi, memaral' dan/ atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. menyusun dan melaksanakan rurnusan penanggulangan 

bencana di daerah. ' 
i. menyusun dan melaksanakan rumusan pernbinaan forum­ 

forum kemasyarakatan; 
J. menginvetarisasi, mcngolah data lembaga/ forum 

kernasyarakatan di daerah se Sulawesi selatan: 
k. mcnyiapka n ba h an per iy u au nen i pedomari dun pet u nj u k 

teknis bina potensi masyarakat; 
L menyiapkan bahan dan melakukan koorclinasi pelaksanaan 

sosialisasi pernhinaan potensi masyarakat perlindungan 
masyarakat; 

111. melakukan monitoring terhadap kegiatan lembagayforum 
kemasyarakatan di kabupaten/kota; 

n. menyusun laporan.' hasil pelaksanaan tugas Kepala. Sekxi 
Pelatihan Bina Potensi Masyarakat dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusa.n 
kebijakan; dan 

o. melakukan uigas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Bagian Kelima 
Bidang Pemadam Kebakaran 

Pasal 18 

(1) Bidang Pernadam Kcbakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
rnempunyai tugas pokok memba.ntu Kepala Dinas dalam urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 
pencengahan dan penanggulangan kebakaran, menginvetarisasi, 
rnerawat/memeliharn sarana dan prasarana alar pemadarn" 
kebakaran; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Ke pal a Bidang Perna dam Kebakaran mempunyai fungsi: 
a. penyiapan pcrurnusan kebijakan operasional dibidang 

Pemadarn Kebakaran; 
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang 

Pcmadarn Kebakaran; 
c. penyiapan bimbingan teknis clan supervisi dibidang 

Pernadam Ke bakaran; 
d. pernantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemadam 

Kebakaran; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh atasan terkait 

kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagairna na dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan mernberi petunjuk pelaksanaan tugas 

kepada Seksi sehingga berjalan Iancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Bidang Pemadarn [{ebakaran untuk 
mengetahui pcrkcmbarigan. pelaksariaan tugas; 

cl. melakukan penilaian terhadap hasil clan prestasi kerja 
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP); 

e. menyusun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan r atau 
menandatangani riaskah dinas; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. merumuskan kebijakan teknis Standar penanggulangan 

kebakaran: 
h. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendalian dan 

pencengahan serta sarana dan prasarana alat pemadam 
kebakaran; · 

1. melaksanakan koordinasi.dengan insrasi tcrkait serta 
pemeT"intah Kabupatcn/Kota dalam pencengahan kebaksu-an ; 

J. Menyusun laporan' hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 
Pemadarn Kebakarandan membcrikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan: dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
atasan scsuai dengan bidang tugasnya, 

Pasal 19 

(1) Seksi Operasional Pernadam Kebakaran dipimpin oleh ,Kepala 
Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan dan melaksanakan operasional, 
bimbingan teknis dan 'supevisi, serta pemantauan, evaluasi clan 
pelaporan di bidang Operasional Pemadam Kebakaran; 

,, 
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(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rcncana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Operasional Pernadam Kebakaran sebagai 
pedornan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawahan sehingga berjalan lancar; 

c. membimbing bawahan dalam melaksanakarr tugas agar 
dapat diselesaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Operasional Pemadam 

' Kebakaranuntuk rnengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugas; 

e. rnelakukan penilaian tcrhadap hasil dan prcstasi kerja 
bawahan sesuaiSasaran Kerja Pegawai (SKP); 

f. menyu sun rancangan , rnengoreksi, mcrnaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
h. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pengendalian Zpenaggulangan/ pernadarnan bahaya 
kebakaran; 

1. Mernfasilitasi clan membantu tugas operasional pcmadam 
kebakaran di kabupaten/kota; 

j. Melaksanakan pelayanan informasi dengan mernbuat brosur­ 
brosur, alat pcraga tentang bahaya kebakaran; 

k. Mcnyusun dan melaksanakan rurnusan koordinasi 
operasional pernadam kebakaran yang di sesuaikan "dengan 
wilayah tugas masing-masing daerah; 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kcpala Seksi 
Operasional Pernadarn Kebakarandan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurriusan 
kebijakan: Jan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 20 

(1) Seksi Sarana dan Prasarana dipirnpin oleh Kepala Seksi yang 
mempunyai tuga s pokok menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan reknis dan 
supevisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
Sarana dan Prasarana; , 

(2) Tugas pokok sebagairnana dirnaksud pa.da ayat (1) diuraikan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana keglatan sesuai Rencana Kerja (Renja) 

tahunan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan mcmbcri pctunjuk pelaksanaan tugas 
kepada bawaha n sehingga berjalan lancar: 

c. membimbing bawahan clalam melaksanakan tugas agar 
clapat diseleeaikan dengan cepat dan benar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Seksi Sarana dun Prasarunauntuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas: 

e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja 
bawahan eesuai'Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 



f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan Zatau 
menandat.angani naskah dinas; 

g. mengikuti rapar-rapat sesuai dcngan bidang tugasnya; 
h. melaksanakau monitoring pemeliharaan peralatan dan 

optimalisasi penggunaan peralatan di kabupate sidenreng 
rap pang; 

1. memfasilitasi dan membantu pengadaan prasarana dan 
sarana alat pemadam kebakaran di kabupaten sidenreng 
rappang; 

J. menginvetarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki 
pemadam kebakaran dun melaksanakan pemefiha raa n 
secara ritin dan bcrkala; 

k. menyusun, rnengatur dan melaksanakan pentunjuk teknis 
perbengkelan; r 

1. rnenyu sun dan rnelaksanakan rumusan kcrjasama dengan 
instansi terkait di biclang penyelenggaraan sarana dan 
prasarana kebakaran; 

m. menyusun laporan' hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi 
Sarana dan Prasarana dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakari; dan 

n. rnelakukan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidarrg tugasnya. 

Bagian Keenam 
Jabatan Fungsional 

Pasal 17 

Kelornpok Jabat.an Fungsional mernpunyai tugas melaksariakan 
sebagian lugas sesuai clengan keahlian dan kebutuhan 

. ' 
BABV 

TATAKERJA 

Pasal 18 

( .l) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diarigkar clan 
diberhentikan oleh Bupati. 

(2) Kepala Sub Bagian d arj Kepa!a Seksi diangkat dan diberhentikan 
olch Sekreraris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati. 

Pa:sal 19 

( 1 i Kcpala Dinas melaksanakan tugasnya 
kebijaksanaan umurn yang ditetapkan oleh 
Peraturan Perundang-�ndangan yang berlaku. 

berdasarkan 
Bupati sesuai 

(2) Dalam ha] Kepala Dinas memandang perlu unruk rnengadakan 
perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada 
I3upati untuk mendapat persetujuan. 
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Pasal 20 

Dalam rnelaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kcpala 
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelornpok, Jabatan 
Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi 
dan singkronisasi baik dalam lingkup masing-rnasing rnaupun antar 
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan Instansi lain di luar 
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-rnasing. 

Pasal 21 

(1) Kepala Dinas wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala 
Bidang dalarn rnelaksanakan tugas dan fungsinya rnasing­ 
masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat rnengambil 
langkah-Iangkah yang diperlukan seauai dcngan peraturan. 

(2) Sekretaris, para Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi rnasing-masing dan 
bila terjadi penyirnpangan dapat mengambil langkah-Iangkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan. 

(3) Kepala Sub 13ag:ian . dan Kepala Seksi wajib mcngawasi 
pelaksanaan tugas setiap staf masing-masing, dan bila terjadi 
penyimpangan dapat mengambil langkah-Iangkah yang 
diperlukan sesuai dengan peraturan. 

Pasal 22 

( 1) Kepala Dinas bertanggung jawab mernimpin dan 
mengoordinasikan Sekretaria, para Kepala Bidang dan rnemberi 
birnbingan serta pct.u njuk dalam melaksanakan tugas Sekretaris 
dan Kepala Bidang. · 

(2) Sekretaris.para Kepala Bidang bertanggung jawab memirnpin, 
mengoordinasikansetiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, 
dan memberikan , bimbingan serta petunjuk dalam 
melaksanakan tugasnya masing-rnasing. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggu ng jawab 
mernimpin, mengoordinasikan setia staf masing-rnasing dan 
memberikan bimbingan serta pctunjuk dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Pasal 23 

( 1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekrctaris Daerah dan berkcwajiban menyampaikan laporan 
secara berkala tepat waktu. 

(2) Sekretarie.para Bidang' bertanggung jawab kepada Kepala Diria s 
clan berkewajiban menyarnpaikan laporan secara berkala tepat 
waktu. 

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris 
dan setiap Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang masing-mastng, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala 
Seksi berkewajiban menyarnpaikan laporan secara berkala tepat 
waktu. 

( . 
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BAB VI 
KETENTUAN LAIN_LAIN 

·, Pasal 24 

Rincian tugas dan atau hal lain yang belurn cukup diatur dalarn 
Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan 
Polisi Parnong Praja dan- Pemadam Kebakaran, setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan tcrtulis dari Sekretaris Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Nomor 36 Tahuri 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 
dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja [Berita Dacrah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 36) dicahut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang rnengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalarn Berita Daerah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

,. Ditetapkan di Pangkajenen Sidenreng 
•�:!-65aJ, }O) hsember 2016 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal, JO. »a-aember 2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN SlpENRENG RAPPANG TAHUN 2016 
NOMOR 46 
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